SALINAN

NOMOR 6, 2012

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

M enimbang

M engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan

1.

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 disebutkan bahwa pergeseran
anggaran dalam satu jenis belanja dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD;

bahwa kode rekening belanja pada beberapa
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
satu jenis belanja, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang
Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);



13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik 1ndonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Malang dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Malang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4659)
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban K epala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan

Dana Operasional;



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/ PMK.07/ 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13)
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2007 Nomor 4 Seri A, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 54);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi,

Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
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38.

39.

40.

41.

42.

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 36);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 59);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 61);



43.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengel olaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Maang Nomor 62);

. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 65);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Maang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada
PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 6);
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50. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal |

Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

)

©)

“Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Rincian Belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2012 semula sebesar Rp. 168.601.043.500,00
bertambah sebesar Rp. 2.529.897.050,00 sehingga menjadi
Rp. 171.130.940.550,00 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Walikota ini.

Beberapa lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi
perubahan jenis belanja beberapa kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat D aerah sebagai berikut :

Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas K etenagakerjaan dan Sosial;

Dinas Pendapatan,;

Dinas Pertanian;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- ® 9 0 T p

Dinas Pasar;

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan M asyarakat;
Sekretariat Daerah;

Bagian Kesg ahteraan Rakyat;

=g
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Bagian Hukum;

[S—

k. Bagian Keuangan;

Kecamatan L owokwaru;
. Kelurahan Bunulrgo;

Kelurahan Samaan;

Kelurahan Blimbing;

Kelurahan Kesatrian;

Kelurahan Madyopuro;

Kelurahan Kotalama.
dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini”.

S~ 98T O 3 3

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Januari 2012
WALIKOTA MALANG,
ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M .AP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARISDAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr.Drs. H. SHOFWAN, SH, M.S
Pembina Utama Madya
NI P. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina
NI P. 19710407 199603 2 003
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